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KたPALA KARTO最WILAYAH KE蘭ENTER登AN AGA勘A PROVⅡlSI JAWA T細はUR,

Menimbang　　　: a, bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan

皿adrasah yang bermutu, Perlu memberikan kesempatan

masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk

menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional

Pe ndidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/Pend亜an madmsah

Sebaga血ana tercantum dahm Lampiran Keputusan ini telah

habis;

C. bahwa　皿adrasah sebagaimana tercantum dala皿　Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpa垂angan izin

pendirian/OPeraSional madrasah berdasarkan Rekomendasi

da正Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR

No皿or: Kd.15.31/2/PP.OO/978/2016/2O16　Tangga1 12

A革壷1 2016;

d. bahwa berdasarkan pe血nbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a huruf b dan huruf c, Perlu menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Timur tentang Pe重曹aI車angan Izin

Pendirian/Operasional MADRASAH ALIYAH MA’ARIF

UDANAWU KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.

Meng血gat　　　: 1. Undang-Undang Nomor　20 Tahun 2003　tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepubⅢc’Indonesia

Tahun 20O3 Nomor 78, Tambahanエ,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tehtang Standar

Nasional Pendidikan qumba這h Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 4l, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana.telah diubah dengan

Peraturan Peme血1tah Nomor 13　Tahun　2015　tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor　19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3・ Peraturan Pemerintah Nomor　48　Tahun　2008　tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 9 1, Tambahan Lembaran Negara Repubfik

Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17　Tinun　2010　tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara皿

Negara Republik血donesia Tahun 20 10 Nomor 23, Tambahan

IJembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5150)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66　Tahun 2010　tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemer血tah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2010　Nomor l12, Ta皿bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5 157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

÷tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah

D asar/ M adrasah I btidalyah ,　　Seko lah M ene ngah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/ Madrasah A山yah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Min血al Pendidikan di

Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 15 Tahun 2010 ten飯田g Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteh Agama Nomor　90　Tahun　2013　tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, Sebagaimana telah

diubah dengan Peratura皿Menteri Agama Nomor 66 Tahun

20 16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente正Agama

Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M adrasah ;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385

Tahun　2014　tentang Peturtjuk Teknis Pendirian Madrasah

Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No皿or 5885

Tahun　2015　tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin

Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti

Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat

Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;



Mene tapkan

掻配SATU

KEDUA

KET量GA

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPAIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN /　OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH MA’ARIF UDANAWU , KABUPATEN BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendiri且n/operasional皿adrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam La皿Piran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian iz血operasional sebagaimana dimaksud dalam Di虻u皿

KESATU dapat dicabut apabi血　madrasah yang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang- undangan ;

: Keputusan ini mu血i be血aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SidoaヰO

Pada tangga1 30 Mei 20a17



LAM PIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3351 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH MA’ARIF UDANAWU

KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

工DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

l �NamaMadrasah �MA’ARIFUDANÅWU 

2 �l NomorStatistikMadrasah �131235050011 

3 �A血皿atMadrasah �JLNRAYABAKUNG 

DESABAKUNG 

KECAMATANUDANAWU 

KÅBUPATENBLI’rAR 

PROVINSIJAWATIMUR 

4 �NamaOrganisasiPenyelenggara �YAYASANMA’ARIFUDANAWU 

l 　5 �AkteNotarisOrganisasi �NO.7,ROYACHMADMOCHTARMANAN, 

PenyelenggaI‘a �SH 

雪　6 �Pengesahan　　　Akte　　　Notaris �AHU-4092.AH.01.04.TAHUN2Oll/ 

Orga血sasiPenyelenggara �11JULI2011 


